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A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilu;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100.2.1.3/1575/S) tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang
melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;

Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024
Tentang Pencegahan pelanggaran pemilihan terkait penggantian Pejabat
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai Dengan akhir masa

jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada pemilihan tahun 2024.




" tmbauan

Dalam tangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan tahapan

Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada Bupati

Serang tntuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Altas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
ang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

dan Walikota menjadi Undang-Undang,

Pemetintah Pengganti Und
pemilihan  Gubernur,  Bupati,

itegaskan:
" Ayal (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupali atau Wakil Bupati, dan

Wallkota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enarm) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
calon sampai dengan akhir masa Jabatan kecuall mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri,

Ayat (3) Gubernur alau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangar,
program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun d
daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan pasangar calon sampai dengan penelapan pasangarn
calon terpilih.

Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayal (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat
Bupati/Walikota.

Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupat,
dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
petahana tersebut dikenai saksi pembatalan sebagai calon oleh
KPLU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kola.

Ayat (6)  Sanksl sebagalmana dimasuk pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) yang bukan petahana diatur sesual dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Selain Sanksi sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2016, terdapat Sanksi Pidana sebagaimana termuat dalam
pasal 190 UU 10 Tahun 2016; “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71
ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat



1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00
(enam jutah ruplah),

. Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2024, penetapan

Pasangan'Cann pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wallkota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah
tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan Pasangan Calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.

. Berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dihimbau kepada

Bupati dan Wakil Bupati Serang untuk tidak melakukan penggantian Pejabat
mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati Serang kecuali mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/S]
tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada
Dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024.

Tembusan :

1.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
3. Arsip.




